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Justice, Investigatif Management jnteraction between the parties involved in mediation,
and non-penal mediation theory which focuses on
resolving cases outside the criminal justice process
through deliberation and mutual agreement. The
research method used is a qualitative method with an
analytical descriptive approach. Data collection was
carried out through interviews, observations, and
documentation with informants consisting of the Chief of
Police, Head of Police, Kanit Gakkum, investigator
members, and the public who had been involved in the
settlement of traffic accident cases. The results of the
study show that the application of restorative justice in
handling traffic accident cases has been carried out by
prioritizing the interests of victims, the responsibility of
the perpetrators, and the restoration of social relations
in the community. The mediation process facilitated by
the police provides a space for dialogue for the parties to
reach a fair and mutually acceptable agreement.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi penerapan
restorative justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang
Selatan, dengan menitikberatkan pada bagaimana proses penyelesaian perkara tidak hanya
berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara
pelaku dan korban. Pendekatan ini penting untuk dikaji mengingat karakteristik kecelakaan lalu
lintas yang seringkali melibatkan unsur kelalaian serta dampak sosial yang luas, sehingga
memerlukan mekanisme penyelesaian yang lebih humanis, adil, dan berkeadilan restoratif.
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Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang
selama ini dianggap lebih berorientasi pada penghukuman daripada pemulihan (Mohamad, 2022).
Dalam sistem peradilan konvensional, penyelesaian tindak pidana seringkali hanya berfokus pada
pelaku dan negara, sementara kepentingan korban, keluarga korban, serta dampak sosial yang
ditimbulkan cenderung terabaikan. Pendekatan seperti ini sering menimbulkan ketidakpuasan,
terutama pada kasus-kasus tertentu yang memiliki dimensi kemanusiaan dan hubungan sosial yang
kompleks, seperti halnya kecelakaan lalu lintas (Mohamad, 2022).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki fungsi
utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan
keamanan dan ketertiban sosial. Dalam konteks modern, peran Polri tidak lagi dipahami hanya
sebagai alat negara dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang
mengedepankan prinsip responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kebutuhan
masyarakat (Rahardjo, 2017).

Konsep polisi sebagai pelayan publik menempatkan kepolisian sebagai bagian integral dari
sistem pelayanan masyarakat yang humanis dan berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai pelayan
publik, Polri dituntut untuk mampu melayani masyarakat dengan empati, profesionalitas, serta
menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Polisi bukan semata-mata aparat penegak hukum,
melainkan fasilitator yang hadir memberikan solusi terhadap masalah sosial melalui pendekatan
persuasif dan problem solving (Bayley, 2006). Dalam hal ini, fungsi pelayanan publik kepolisian
mencakup kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara untuk mendapatkan
rasa aman, perlindungan hukum, serta penyelesaian konflik secara damai (Gumilar, 2020). Peran
Polri sebagai pelayan publik semakin diperkuat melalui paradigma Polisi Presisi (Prediktif,
Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diinisiasi dalam reformasi kelembagaan Polri.
Paradigma ini mendorong anggota Polri untuk senantiasa mengedepankan pelayanan prima yang
berbasis empati, cepat tanggap, dan akuntabel (Prabowo, 2021).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa hukum yang kerap terjadi dan
membawa dampak sosial yang luas di tengah masyarakat. Berdasarkan data Kepolisian Republik
Indonesia (Korlantas Polri), angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat setiap tahunnya, baik
dari sisi jumlah kejadian, korban meninggal dunia, maupun kerugian materiil. Kecelakaan lalu
lintas bukan hanya sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut aspek
kemanusiaan, psikologis, dan sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, pelaku kecelakaan
bukanlah pelaku kriminal dalam arti sebenarnya, melainkan orang biasa yang karena kelalaian atau
kurang hati-hati menyebabkan terjadinya kerugian bagi orang lain (Hadiyanto, 2024).

Polres Tangerang Selatan sebagai salah satu institusi penegak hukum di bawah naungan
Polda Metro Jaya memiliki peran penting dalam implementasi prinsip keadilan restoratif ini,
khususnya dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Kota Tangerang Selatan sendiri
merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi, pertumbuhan penduduk pesat, serta
aktivitas ekonomi yang padat. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rawan terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Tangerang Selatan, setiap tahun
tercatat ratusan kasus kecelakaan lalu lintas dengan berbagai tingkat keparahan. Dari keseluruhan
kasus tersebut, sebagian besar melibatkan pelaku yang tidak memiliki niat jahat (mens rea) dan
korban yang pada dasarnya memahami bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak
diinginkan (Renggong, Nur, Madiong, Rachma, Fahri, & Alfitra, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan praktik penegakan hukum yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan di
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Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi
kepolisian dalam meningkatkan kapasitas implementasi keadilan restoratif, khususnya di bidang
manajemen lalu lintas, sehingga dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya
menegakkan aturan, tetapi juga menyentuh hati nurani dan nilai kemanusiaan masyarakat. Adapun
persoalan persoalan yang dimaksud yaitu, bagaimana implementasi penerapan keadilan restoratif
(restorative justice) dalam manajemen penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum
Polres Tangerang Selatan?

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan secara pengolahan data kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik
wawancara yang di gunakan adalah wawancara mendalam sedangkan observasi yang di lakukan
adalah teknik observasi non partisipatif. Catatan lapangan digunakan pada saat observasi dan
wawancara untuk mencatat hal-hal penting yang kemungkinan dalam observasi dan wawancara.

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif
sebagaimana dikemukakan oleh Farouk Muhammad dan Djaali (2005) sebagai berikut:

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi
dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang
pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, dan membuat
batas-batas persoalan.

Sajian Data, dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta
memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain
berdasarkan pemahamannya. Penyajian data dalam bentuk gambar dan tabel yang akan membantu
menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun
kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu
informasi secara sistematik dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

Penarikan Kesimpulan, sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami
makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai
konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi. Penarikan kesimpulan
dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian.
Dengan demikian kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian
analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data diketahui  sepanjang tahun 2021-2025, tercatat 1.064 kejadian
kecelakaan lalu lintas dengan jumlah laporan polisi yang sama. Total korban mencapai 1.395
orang, terdiri atas 89 korban meninggal dunia, 316 luka berat, dan 990 luka ringan, serta
melibatkan 1.352 kendaraan. Kejadian kecelakaan relatif tinggi hampir sepanjang tahun, dengan
puncak pada November (116 kejadian) dan Agustus (111 kejadian), sementara jumlah terendah
terjadi pada Desember (35 kejadian). Secara keseluruhan, kerugian materiil akibat kecelakaan lalu
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lintas mencapai sekitar Rp1,68 miliar, menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan dan dampak
ekonominya masih tergolong tinggi dan memerlukan upaya pencegahan serta penegakan
keselamatan lalu lintas yang lebih intensif.

Dapat disimpulkan dari tahun 2021-2025 dari data kecelakaan lalu lintas yang disajikan,
angka kecelakaan cenderung fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan meningkat baik dari
sisi jumlah kejadian, korban, maupun kerugian materiil. Total kejadian pada masing-masing
periode berada pada kisaran 500 hingga lebih dari 1.000 kejadian per tahun, dengan korban luka
ringan selalu mendominasi, diikuti luka berat dan korban meninggal dunia. Secara keseluruhan
diketahui permasalahan kecelakaan lalu lintas masih serius, bersifat berulang setiap tahun, dan
memerlukan penguatan upaya pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum lalu lintas secara
berkelanjutan untuk menekan angka korban dan kerugian.

Implementasi Penerapan Restorative Justice Dalam Manajemen Penanganan Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan

Implementasi penerapan restorative justice dalam manajemen penanganan kasus
kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan pada dasarnya diarahkan untuk
mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan,
bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam praktiknya, restorative justice diterapkan terutama
pada perkara kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan hingga sedang, tidak menimbulkan korban
jiwa, serta tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Aparat kepolisian
menempatkan diri sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku dan korban (atau keluarga
korban) untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.

Proses ini menekankan pengakuan kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf secara
langsung, serta kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik
kerugian materiil maupun immateriil. Petugas kepolisian hanya memfasilitasi penyediaan tempat
dan waktu pelaksanaan mediasi, tanpa turut campur dalam pengambilan keputusan atau
memengaruhi kesepakatan para pihak yang berperkara.

Dengan adanya restorative justice masyarakat juga merasa dilibatkan secara langsung
dalam proses tersebut, karena dapat mengemukakan keinginan, kebutuhan, serta bentuk
penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak. Melalui musyawarah ini, penyelesaian perkara
dinilai lebih terbuka dan mengedepankan kesepakatan bersama, sehingga hasil yang dicapai dapat
diterima tanpa adanya paksaan dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang berperkara.

Bagi korban, restorative justice memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan,
memperoleh ganti kerugian secara cepat, serta mendapatkan kepastian pemulihan tanpa harus
melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Bagi pelaku, mekanisme ini mendorong
tumbuhnya rasa tanggung jawab, kesadaran hukum, dan pembelajaran sosial agar lebih berhati-
hati dalam berlalu lintas. Sementara bagi kepolisian, penerapan restorative justice membantu
mengurangi beban perkara, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat citra Polri
sebagai institusi yang mengedepankan keadilan substantif.

Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas
di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan mencerminkan pergeseran paradigma penegakan
hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan
tetap menjunjung tinggi kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan korban.
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Peran Polri Sebagai Mediator Dalam Manajemen Penyelesaian Perkara

Peran Polri sebagai mediator dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui
pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sangat ditentukan oleh
kompetensi aparat yang menangani perkara. Seorang mediator harus memiliki penguasaan
emosional yang baik serta kemampuan komunikasi yang tegas dan jelas. Hal ini bertujuan agar
mediator mampu memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara, sehingga dalam
proses mediasi mereka dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhan masing-masing untuk
mencapai kesepakatan bersama.

Di samping kompetensi Petugas kepolisian dalam konteks manajemen harus bisa menjadi
mediator handal. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan secara menyeluruh terhadap duduk
perkara kecelakaan lalu lintas, pemahaman yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur kecelakaan lalu lintas, serta kemampuan membaca karakter dan dinamika para
pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Kasat Lantas sebagai pimpinan harus terlibat langsung dalam memimpin proses mediasi
pada kasus-kasus tertentu, terutama kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan konsekuensi fatal,
seperti korban meninggal dunia, luka berat, atau kasus kecelakaan yang bersifat menonjol.
Keterlibatan langsung ini dilakukan apabila proses negosiasi di tingkat penyidik tidak mencapai
kesepakatan (deadlock), perkara menjadi sorotan masyarakat atau media, maupun terdapat potensi
konflik sosial antara pihak korban dan pelaku.

Kehadiran Kasat Lantas dalam proses mediasi berfungsi untuk memperkuat legitimasi dan
otoritas institusi kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian perkara, sekaligus memastikan
bahwa proses dialog berlangsung secara objektif, transparan, dan berimbang. Dengan demikian,
peran pimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menjaga stabilitas
sosial, melindungi kepentingan korban, serta mendorong tercapainya penyelesaian perkara yang
adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam setiap manajemen penanganan kecelakaan lalu lintas, langkah awal yang dilakukan
adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada korban dan pelaku mengenai hak dan
kewajiban masing-masing. Petugas menjelaskan bahwa korban berhak memperoleh pertolongan
medis, perlindungan hukum, serta ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu,
pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, baik secara hukum
maupun secara moral, termasuk memberikan bantuan kepada korban.

B. Pembahasan/Diskusi

Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di
wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ditegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme
restorative justice harus memenuhi dua persyaratan utama, yakni syarat formil dan syarat materiil.
Syarat formil mencakup adanya perdamaian para pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan
tertulis serta tidak adanya keberatan dari korban. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan
jenis tindak pidana, tingkat kerugian, serta tidak adanya dampak sosial yang luas atau pengulangan
tindak pidana.

Secara konseptual, restorative justice menekankan tiga pilar utama, yaitu pemulihan
(restoration), tanggung jawab (accountability), dan partisipasi (participation). Ketiga aspek ini
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menjadi pisau analisis dalam melihat implementasi kebijakan tersebut dalam perkara kecelakaan
lalu lintas.
1. Aspek Pemulihan (Restoration)

Dalam perspektif keadilan restoratif, fokus utama bukan pada penghukuman pelaku,
melainkan pada pemulihan kerugian dan kondisi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan
korban, mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh penyidik memberikan ruang bagi korban untuk
menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan bentuk ganti kerugian yang diharapkan. Korban merasa
dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah dan memperoleh kepastian penyelesaian
secara lebih cepat dibandingkan mekanisme peradilan formal.

Penyidik terlebih dahulu menampung seluruh keterangan guna memperoleh gambaran utuh
mengenai peristiwa kecelakaan. Setelah itu, keinginan masing-masing pihak digali sebagai dasar
penyelesaian. Jika terdapat perbedaan pandangan, penyidik memberikan penjelasan hukum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar
para pihak memahami posisi hukum dan konsekuensi yuridisnya. Proses ini menunjukkan bahwa
pemulihan dilakukan dengan tetap menjaga kerangka kepastian hukum.

Dari aspek pemulihan, data perkara kecelakaan lalu lintas tahun 2021-2025 menunjukkan
bahwa sebagian perkara yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui mekanisme
perdamaian. Hal ini mencerminkan efektivitas pendekatan restoratif dalam memulihkan hubungan
sosial sekaligus menyelesaikan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan.

2. Aspek Tanggung Jawab (Accountability)

Keadilan restoratif juga menekankan pertanggungjawaban pelaku secara langsung kepada
korban. Dalam praktik di Polres Tangerang Selatan, setelah para pihak memahami posisi hukum
masing-masing, penyidik memberikan ruang dialog untuk menyampaikan kemampuan dan
kesanggupan pelaku dalam memberikan ganti kerugian. Kesepakatan yang dicapai dituangkan
dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, saksi, dan diketahui oleh
penyidik. Dokumen tersebut menjadi dasar penghentian proses hukum lebih lanjut sesuai
ketentuan yang berlaku.

Proses ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat simbolik, tetapi
konkret dalam bentuk kompensasi atau kesepakatan tertentu. Pelaku didorong untuk menyadari
kesalahan dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, mekanisme ini
tidak menghapus akuntabilitas, melainkan mengalihkan orientasinya dari pembalasan menuju
pemulihan dan kesadaran hukum. Namun demikian, apabila musyawarah mengalami kebuntuan
(deadlock), maka perkara tetap dilanjutkan melalui proses hukum formal. Hal ini menunjukkan
bahwa keadilan restoratif bukanlah pengganti absolut sistem peradilan pidana, melainkan alternatif
penyelesaian yang bersifat kondisional dan selektif.

3. Aspek Partisipasi (Participation)

Dimensi partisipasi menjadi ciri khas utama keadilan restoratif. Berdasarkan hasil
wawancara dengan masyarakat, para pihak merasa diberikan kesempatan yang adil untuk
menyampaikan pendapat dan kesepakatan tanpa adanya tekanan dari petugas. Peran penyidik lebih
difokuskan pada fungsi fasilitasi, yakni menyediakan tempat dan waktu mediasi serta menjaga
kondusivitas forum.

Model fasilitasi ini mencerminkan prinsip netralitas aparat penegak hukum. Petugas tidak
turut campur dalam substansi kesepakatan, sehingga menghindari dugaan keberpihakan.
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Transparansi ini memperkuat legitimasi proses mediasi dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kapolres menegaskan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah memfasilitasi dialog yang
berfokus pada pemulihan korban, penegasan tanggung jawab pelaku, serta partisipasi masyarakat
dalam penyelesaian perkara ringan hingga sedang secara lebih humanis dan berkeadilan di luar
mekanisme peradilan formal. Pernyataan ini menegaskan adanya komitmen kelembagaan dalam
mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif.

4. Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif dan empiris implementasi berjalan cukup baik, terdapat
beberapa tantangan. Pertama, perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative
justice yang kadang disalahartikan sebagai “jalan damai” tanpa pertanggungjawaban. Kedua,
adanya tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional sehingga berpotensi menghambat tercapainya
kesepakatan. Ketiga, kekhawatiran sebagian pihak terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Polres Tangerang Selatan menekankan prinsip kehati-hatian,
transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses, termasuk melalui gelar perkara
sebelum menawarkan mekanisme keadilan restoratif. Langkah ini penting untuk memastikan
bahwa penyelesaian perkara tetap sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan
masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu
lintas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan mencerminkan pergeseran paradigma dari
pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Jika dalam paradigma
konvensional negara menjadi aktor utama dalam menentukan penyelesaian perkara, maka dalam
pendekatan restoratif, korban dan pelaku diberi ruang yang lebih besar untuk menentukan bentuk
penyelesaian yang dianggap adil.

Pendekatan ini tetap berada dalam koridor hukum positif, khususnya ketentuan Perpol 8
Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan demikian, keseimbangan antara
kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice) tetap terjaga.
Berdasarkan aspek pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi, dapat disimpulkan bahwa
penerapan restorative justice dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Polres Tangerang Selatan
telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Mekanisme ini tidak hanya
memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga memperkuat hubungan sosial,
meningkatkan kesadaran hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi
kepolisian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi penerapan keadilan restoratif
dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, dapat
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan restorative justice telah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Implementasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari
pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan
I —————_—_—_—_—_—_—_——
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berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku. Dari aspek
implementasi, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di
Polres Tangerang Selatan telah mencerminkan prinsip-prinsip utama restorative justice, yaitu
pemulihan (restoration), tanggung jawab (accountability), dan partisipasi (participation).

Melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, korban diberikan ruang untuk
menyampaikan kebutuhan dan kerugian yang dialami, sementara pelaku didorong untuk
bertanggung jawab secara langsung melalui bentuk kompensasi atau kesepakatan tertentu. Selain
itu, keterlibatan aktif para pihak dalam proses musyawarah menunjukkan bahwa penyelesaian
perkara tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan korban dan
pelaku sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian konflik.
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